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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
1. Pada awal pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 masih terdapat 
masyarakat yang menentang aturan tersebut karena 
dianggap membatasi kebiasaan mereka. Sosialisasi yang 
dilakukan oleh pihak kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan 
pemerintah desa memang sudah berjalan, namun tingkat 
kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi juga rendah 
akibat aktivitas pekerjaan. Dalam pelaksanaannya terdapat 
koordinasi antarinstansi melalui tim gabungan. Hasil temuan 
dilapangan menunjukan bahwa, pesta rakyat pada malam 
hari sudah tidak ditemukan lagi dan sebagian besar 
masyarakat telah memindahkan kegiatan pesta ke siang hari. 
Namun, masih terdapat aktivitas masyarakat pada malam 
hari seperti kumpul muda-mudi, memutar musi dengan 
volume tinggi, serta tradisi masang bungo menjelang 
pernikahan. Masyarakat pada umumnya menerima aturan 
tersebut, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh 
kebiasaan dan tradisi setempat. 

2. Bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta 
Rakyat di Malam Hari di Kecamatan Rawas Ilir Perspektif 
Siyasah Tanfidziyah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, 
dan penertiban oleh camat, lurah, dan aparat penegak 
peraturan daerah. Pelaksanaannya melibatkan tokoh 
masyarakat dan tokoh agama melalui musyawarah sebelum 
diterapkan kepada  
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masyarakat. Dalam pelaksanaannya digunakan prinsip amanah, 
keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Setelah kebijakan 
diberlakukan ditemukan perubahan berupa meningkatnya 
ketertiban, menurunnya kegiatan pesta malam hari, serta 
munculnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Implementasi 
kebijakan ini diterapkan secara bertahap dan diberlakukan di 
seluruh wilayah Kecamatan Rawas Ilir. 

B. Saran 
1. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan kecamatan 

Rawas Ilir perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2019 secara lebih merata melalui berbagai 
media dan kegiatan masyarakat agar pemahaman mengenai 
prosedur izin dan batasan waktu pesta rakyat semakin 
optimal. Pengawasan juga perlu dilakukan secara terjadwal 
untuk meminimalisir pelanggaran. Selain pendekatan 
hukum, pendekatan budaya dan keagamaan perlu terus 
diperkuat karena terbukti lebih efektif dalam membangun 
kesadaran masyarakat. Aparat diharapkan menjalankan 
tugas dengan menjunjung nilai amanah dan keadilan sesuai 
prinsip Siyasah tanfidziyah. 

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Rawas Ilir, disarankan agar 
terus mendukung pelaksanaan peraturan dengan menaati 
larangan pesta malam hari serta berpartisipasi aktif dalam 
menjaga keamanan lingkungan. Kepatuhan masyarakat 
terhadap kebijakan ini akan memperkuat terciptanya 
ketertiban sosial dan menjadi wujud nyata kesadaran hukum 
yang berlandaskan nilai keagamaan dan kemaslahatan 
bersama. 
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